
 

 

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 

NOMOR 2 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20l9 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Lingkup 

Pemerintah Daerah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2      

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten 

Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 4889); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27    

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12  

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
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Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia   

Tahun 2021 Nomor 63); 

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016       

Nomor 547); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 2083); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019        

Nomor 1447); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020       

Nomor 1781); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022       

Nomor 494); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar    

Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Tahun 2020 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN 

BIAYA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 

daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

5. Pejabat Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua 

DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, dan Sekretaris 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

6. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik 

Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, 

diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas 

dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas 

negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 

seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang 

dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian 

dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 
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9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

10. Standar Harga Satuan Biaya yang selanjutnya disingkat 

SHSB adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif 

dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya 

komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja 

anggaran satuan kerja perangkat daerah lingkup 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi 

perangkat daerah yang dipimpinnya. 

12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 

KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat 

daerah yang dipimpinnya. 

13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA 

untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan 

tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belanja/anggaran belanja daerah. 

14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah 

pegawai ASN yang diangkat dengan perjanjian kontrak 

kerja dalam jabatan tertentu oleh pejabat pembina 

kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi 

pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

15. Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan atau 

Pekerja Harian Lepas adalah pegawai yang diangkat 

untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas 

pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis 

profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan 

dan kemampuan organisasi. 
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BAB II 

PRINSIP 

Pasal 2 

Penyusunan SHSB menganut prinsip: 

a. disiplin anggaran; 

b. tertib anggaran; 

c. kemampuan daerah; 

d. karakteristik daerah; dan 

e. efektif. 

 

BAB III 

MAKSUD DAN TUJUAN  

Pasal 3 

Penyusunan SHSB dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan obyektif, karakteristik dan perkembangan 

kebutuhan daerah dengan tetap mengacu pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 4  

SHSB bertujuan untuk menjadi pedoman penetapan biaya 

yang bersifat umum dan berlaku sama pada setiap Perangkat 

Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah dalam rangka 

penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan 

anggaran/dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan 

kerja perangkat daerah. 

 

BAB IV 

SHSB 

Pasal 5 

SHSB berfungsi sebagai : 

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui 

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan 

kerja perangkat daerah;  

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan/atau 

c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan 

dan belanja daerah. 
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Pasal 6 

(1) SHSB meliputi : 

a. satuan biaya honorarium; 

b. satuan biaya jasa kantor; 

c. satuan biaya konsumsi; 

d. satuan biaya pemeliharaan; 

e. satuan biaya sewa; dan 

f. satuan biaya perjalanan dinas jabatan. 

(2) SHSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Mekanisme perjalanan dinas jabatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 7 

(1) Satuan biaya perjalanan dinas jabatan bagi pejabat 

Pelaksana Tugas disetarakan dengan biaya perjalanan 

dinas jabatan dari jabatan yang dijabatnya.  

(2) Pihak lain di luar Pejabat Daerah/Pegawai 

Negeri/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja/Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan 

atau Pekerja Harian Lepas yang melakukan perjalanan 

dinas jabatan untuk kepentingan Daerah, 

penggolongannya ditentukan dengan mempertimbangkan 

tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 

Bupati Kepulauan Selayar Nomor 25 Tahun 2022 tentang 

Standar Harga Satuan Biaya Lingkup Pemerintah Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 

Nomor 722), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 

 

      Ditetapkan di Benteng pada tanggal 2 

      BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 

 

 

         MUH. BASLI ALI 

 

Diundangkan di Benteng 

pada tanggal  2s    

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, 

 

 

       MESDIYONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ….. NOMOR …..  

 

Ditetapkan di Benteng 

Pada tanggal 23 Februari 2023 


